PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,
a. bahwa untuk kelancaran serta

Menimbang

menghindari terjadinya tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pada satuan kerja perangkat
daerah, maka dipandang perlu diadakan
perubahan dan penyesuaian beberapa
Pasal yang tersebut dalam Qanun Nomor
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan dalam suatu Qanun.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas lndang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

(3]



11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2007 Nomor 3.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan :

Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, ayat (2) huruf a
dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b,
diubah dan ditambah yakni Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, ayat (3) huruf a dan huruf b,
ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (5) huruf a dan huruf b,
sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :



BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
a. Bagian Persidangan;

b. Bagian Umum;

(of Bagian Keuangan; dan {

d. Bagian Perundang-undangan.

Bagian Persidangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

b. Sub Bagian Humas dan Protokoler; dan

c. sub Bagian Bantuan Administrasi Fraksi dan Komisi.

Bagian Umum, terdiri dari :
a. Sub bagian Tata Usaha; dan
b. Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Keuangan, terdiri dari :

a. Sub bagian Anggaran;

b. Sub bagian Perbendaharaan; dan
¢.  Sub bagian Akutansi.

Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan dan Penegakan Hukum; dan
b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi.



Pasal Il
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

¥

Ditetapkan di Singkil
Pada Tanggal 2000
— 1430 H

O &
“Ew smc’//
Diundangkan di Singkil™ ===

2009
Pada Tanggal 122 9 :’:
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

=

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Daerah dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil vang
Sesuai dengan karakteristik, potensi dan
kemampuan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam
suatu Qanun.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan  Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19389 Nomor 48,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
inconesia Nomor 3890);

ndang-Undeng Nomor 44 Tahun 1999 tentang
yblenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
tmewa Aceh  (Lembaran Negara Republik
donesiz Tenun 1999 Nomor 172; Tambabhan
Lembaran Nagara Republik Indonesiz Nomor
38937;

undang-Undang Momer 10 Tahun 2004 tentang
Pembeniukar  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negerz Recublik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomgr 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ssbagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tanun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara
Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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10 Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan Qanun {(Lembaran Daerah
Manggrece Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan .
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkii

b. Pemerintah Kabupaiten vyang selanjutnva diseout  pemerintah
Kabupaten Aceh Singkii adalah unsur penyeienggzra semerintahan
daerah vyang terdiri atas Bupati/Wakil Bugal dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

c. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepaia Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
vang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya
disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten
yang anggotanya dipilih melatui pemilihan umum:

e. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil;

f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil:

G Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Singkil;



h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan
Perwakiian Rakyat Kabupaten Aceh Singkil-

i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singxil

L

Sekretaris Dewian Perwakilan Rakyat Kabupaten vang selanjutnya
disabur Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Labupaen Aceh Singkil.

t2n Sexretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

3ac.en ada.ah Bagian pada Sekretanat Daerah dan Sekretariat Dewan
Pervekilan Rakyat Kabupaten;

. 5uUs Sagcn adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan
Saxretzriat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

T S:a? —" Bupati adalah Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah
faturoaten Aceh Singkil; dan

c. Xeiompek Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional
czda Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
<zzupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKARN

Pasal 2

Cercan Qanun ini dibentuk :
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA
2. 5Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan 8
(delapan) Bagian;
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan;
b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah:
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
¢. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:

a. Sub Bagian Humas;

b. Sub Bagian Protokaol;

¢. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5
SZTDA merupakan unsur staf Bupati;

ETDA mempunyal tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyusun  kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
iembage teknis daerah;

= D45 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

iTaksuc pada ayet (2) menyelenggarakan fungsi:

cenyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

mengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
|

[ QAT S Vg

czerah;
- IETanizZuen dan evaluasi peiaksanaan kebijakan pemerintahan
2. Z&aks3TEZT Wug2s @:n yang diberikan oleh Bupatl sesuai dengan
SZACA Terkefusuexss ) beawah d=n 2srizncgung jawab kepada
SSKDA ssdagsimane wanz Simexsues czlam aver (2) diangkat dan
Zicernendsan Sieh Guoernur 2125 Lswan Suepah,
Feszh 5

~sisten sebagaimana dimaksucd pada pasal 3, berada dibawah dan
pertanggung jawab kepada SEKDA.

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya; dan

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
dipitnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang
tugasnya.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{8)

ol
|\9}

S

Bagian Perekonomian;

Bagian Administrasi Pembangunan;
Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
Bagian Grganisasi;

Bagiern Umum;

Bagian Humas can Protokc!.

Staf Anli;

i R =N
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Kelocmpek Jabatan Fungsionat;

Pasal 4

Asisten Pemerintahan terdirn dari:
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Asisten Ekonomi dan Pembangunan tercir gar:
a. Bagian Perekonomian;

b. Bagian Administrasi Pembangunan;

c. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Asisten Adminisrasi Umum terdiri dari:

a. Bagian Crganisasi;

b. Bagian Umum;

¢. Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

a. 5Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daeran;

b. Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Kampung dan Fe
Perangkat Pemerintahan; dan

C. Sub Bagian Keagrariaan

(¥
)
41}
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Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dan:

a. 5Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS;

C. Sub Bagian Dokumentasi, Sosialisasi Hukum dan Hax Asasi
Manusia.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Perekonomian terdiri dar;

a. S b Bagian Produksi dan Investasi;

b. Sud Bagian Sumberdaya dan Potensi Daerah:
€. Sub Bagian Promosi dan Kerjasama.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b. "Sub Bagian Penanggulangan Musibah dan Bencana;
¢ Suo Bagian Keistimewaan Aceh.

Bagran Organisasi terdiri dari :

&. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
5. Sub> Bagian Kepegawaian;

C. SLb Bagian Tatalaksana, AKIP dan Perpustakaan.



Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi:
8. penyelenggaraan administrasi kesekretanatan DPRK;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK:
C. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d

. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRK.

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan ofeh bupati
sesuail dengan bidang tugasnya.

BAB V
STAF AHLI
Pasai 12
(1} Bugpat’ ca'am meigksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
(2} Stef Anl secagaimana cdimaxsued dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima)
Sizf AR
{3} Sz&T An7 ciangkat dan aibernentikar oleph Bupati dari Pegawai Negeri
Seodl;

4 homenkistwir, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupat ditetapkan oleh
Lpatl ¢l wwar tugas dan fungsi perangkat daerah; dan

tzf  Ahil dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif
rdinasikan ocleh SEKDA,

]
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BAB VI
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompeok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 3, terdiri-dari
sejumlah tenaga, dalam jemang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesual dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan
bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRK;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan



(1)

(1)

(2)

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7
Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
c. Bagien Keuvangan;

Bagian Umum, terdiri dari :

&  Sub pagian Tata Usaha;

. Scb cagian Urusan Dalam:

2zglen Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
z. 5ub bagian Persidangan;

5. Sub Bagian Risalah.

Bagian Keuangan, terdiri dari ;
. 5Sub bagian Anggaran;
. 5ub bagian Perbendaharaan.

Pasal 8
Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK; dan

Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Bupati melalui SEKDA.

Pasal 9

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRK;

Sub Bagian-Sub PBagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Sekretarlat  DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan cleh DPRK sesual dengan kemampuan keuangan daerah.



(2} Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk
mewakilinya;

(3} Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian
untuk mewakilinya;

&} Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena
ternalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala
Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 21

~&s casar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing
zszznat  dalam lingkungan SETDA  dan  Sekretariat DPRK  dapat
—sncclegasikan  kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat

szing<at dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22
tzzela blaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan

LTS}

(b

<razariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

<psten (APBK) serta sumber-sumber {ain sesuai dengan ketentuan
turan Perundang-undangan.

-
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BAEB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
=incian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai
czngan eselon I1I diatur dengan Peraturan Bupati;
- Rindian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV diatur
Zzngan Peraturan Bupalti;
- ~raian lJabatan pemangku jabatan struktural dan Non Struktural
~mum diatur dengan peraturan bupati; dan
Sagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK merupakan
szgian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran

Gznun inl,
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
S2cznjeng  belum  dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka

ciZn-«egiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan
xzzZllgxan bupatl,

10



(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam
ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

BAB VII
KEPEGAWAIARN

Pasal 15
Asisten diangkat dan diberhepntikan oleh Bupati setelah melakukan
konsultast dengan gubernur;
(2} Staf AhY, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
iDemeantikan oleh Bupati;
ekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah
z«onsultasi dengan Pimpinan DPRK,

—
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Pasal 16
oosur-unsur lain di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diangkat dan
z.sernentixan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 17

eneng <epangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan
zraturan Perundang-undangan yang berlaku.

U

1

Pasal 18
=seion Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:
£. SciKDA Eselon 1II. a;
- Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRK Eselon 1II. b;
C Kepala Bagian Eselon  III. a; dan
3 Kepala Sub Bagian Eselon IV.a

BAB VIII

TATA KERJA
Pasal 19

f1} Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris
DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian waiib menerapkan
prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun

antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-
masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETIDA dan
Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 20

(1) Dalam hal Bupati /Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan
Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun int dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 27
Qanun ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditelapkan di Singkil
e 19 JANUART 2008 M
g 10 MUHARRAM 1429 H

/il sufTiAcEH SINGKIL R/

Diundangkan di Singkil
29 JAMUARL 2008 M

pada tEli J ¢ 26, MUHARRAM 1429 H

# SEKHETHFIE DASSANKARUPATEN ACEH SINGKIL
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